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MENTERI RELANGAN
AEPUBLE INDORESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 111/PME.03/2010
TENTANG

TATA CARA PEMOTOMNGAN, PENYETORAN, DAN
PAJAK FTENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITER ATAU
DIFEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBAD EGERI

DENCAN EAHMAT TUHAN Y 1A

Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Momor 19 Tahun 2009 tentang ¥ ghamh.n atas Dividen yang Diterima

atau Diperoleh Wajib Paj ang Prabadi Dalam Negerd, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuang ata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak silan ]é;as iden yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak Orang Pribad geri;

1. Undang-Und Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Parpaj MNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

49, Tambaha Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
iman@ ielah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

1] 09 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Momaor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

omor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
egara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan

AT egara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah

a kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
I:T_mbm'a.n MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
: Lemba.mn Mepgara Republik Indonesia Nomer 4B93);

Dividen yang Dterima atau Diperoleh Wajib Pajak Cl'rang Pribadi Dalam
Megeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momeor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4983);

4. Keputusan Presiden Nomor 56,/F Tahun 2010;

MEMUTUSEAN:

: PERATURAN MENTERI KEUAMCAMN TENTANG TATA CARA

PEROTOMGAM, FENYETORAN, DAM PELAPOBRAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIFEROLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERL

Pasal 1

(1) Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri dikenai Fajak Penghasilan sebesar 10% . (sepulub
persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, 4



(2} Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah divide lenga
dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaai AsUTaENS]
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usahs .

Pasal 2
(1) Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat f imana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan melalui oleh pihak yang
membayar atau pihak lain yang ditunjuk b&}rar dividen.

dividen sebagaimana dimaksud d yat (1) disediakan untuk

(Z) Pemotongan sebagaimana dimaksu EJE (1) dilakukan pada saat
dibayarkan.

Fihak yang membayar atau ]:nhal: : g ditunjuk selaku pembayar dividen
wijib memberikan tanda bukti pem n Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat
(2 : i ' any pribadi dalam negeri yang dipotong Fajak

Egara melalul Kantor Pos atan bank yang ditunjuk

gan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama
berikutnya setelah Masa Pa.ja.k berakhir.

an Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan Surat Setoran Fajak.

Pasal 5
yang membayar atan pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar
dividen wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran
Fajak Fenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 dan Pasal 4 paling
lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(2) Dialam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada
Q ayat (1) bertepatan dengan har libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kega berikutnya.
% {3} Penyampaian laporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
% (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Pembentahuan Masa Pajak

Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).

Pasal &
Peraturan Menteri Keuangan ind mulad berlaku pada tanggal diundangkan,



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundéng Braturan.
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Nepar:
Indonesia. )
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pada tanggal Juni 2010
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